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ABSTRAK 

 

Pemilu Serentak di Indonesia masih menjadi problematika, karena 

ketentuan Pasal 167 dan 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum masih dianggap bertentangan dengan UUD 1945, oleh sebab itu 

penelitian ini akan berusaha analisis putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 

tentang Keserentakan Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah. Pertanyaan 

penelitian tersebut akan dikaji menggunakan dua perspektif yaitu kepastian 

hukum dan siyasah syar’iyyah.  

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

dan putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu. Bahan 

hukum sekunder meliputi buku yang terkait pemilu serentak, artikel yang terkait 

dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

Serentak. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan 

petunjuk tentang penelitian ini yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode 

pengumpulan data studi kepustakaan sistematis, serta analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi terhadap Pasal 167 dan 

347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sejatinya tidak 

bertentangan dengan UUD 1945, namun sistem pelaksanaannya perlu dilakukan 

evaluasi. Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 

sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip siyasah syar’iyah hal ini berpatokan 

pemilihan kepala negara dan pembentukan hukum hendaknya memiliki kualifikasi 

kekuatan (al-Quwwah) dan integritas (al-Amanah). 

 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Siyasah Syar’iyah 
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ABSTRACT 

 

Simultaneous Elections in Indonesia are still a problem, because the 

provisions of Articles 167 and 347 of Law Number 7 of 2017 concerning 

General Elections are still considered contrary to the 1945 Constitution, 

therefore this research will seek to analyze the decision of the Constitutional 

Court Number 16 / PUU-XIX / 2021 concerning the Importance of Elections 

from the perspective of Siyasah Syar'iyyah. The research questions will be 

studied using two perspectives, namely legal certainty and siyasah syar'iyyah. 

This type of research is library research using primary legal materials 

including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 

of 2017 concerning General Elections, and constitutional court decision 

Number 16 / PUU-XIX / 2021 concerning Elections. Secondary legal materials 

include books related to simultaneous elections, articles related to the position 

of Law Number 7 of 2017 concerning Simultaneous Elections. Meanwhile, 

tertiary legal materials are materials that can provide clues about this research 

which are descriptive-analytical with the method of collecting systematic 

literature study data, as well as data analysis in this study using analytical 

descriptive methods. 

The results showed that the material test of Articles 167 and 347 of 

Law Number 7 of 2017 concerning Elections was not actually contrary to the 

1945 Constitution, but the implementation system needed to be evaluated. 

Then, the decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XIX/2021 is 

actually not contrary to the principle of siyasah syar'iyah, this is based on the 

election of the head of state and the formation of laws should have the 

qualifications of strength (al-Quwwah) and integrity (al-Amanah). 

 

Keywords: Constitutional Court, General Elections, Siyasah Syar'iyah 
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MOTTO 

 

“Dimata para dewa aku memang liar, 

tapi dimata para siluman aku adalah ancaman.” 

 

(SUN)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa 

lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan 

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء
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 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

لََّز َّنَ  ditulis Nazzala 

ن َّه َّب َّ  ditulis Bihinna 

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

ة َّمََّك َّح َّ  ditulis Hikmah 

ةَّل َّع َّ  ditulis ‘illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh 

maka ditulis dengan h. 

ء َّايََّل َّو َّلأََّاََّة َّامََّرََّكََّ  ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

طر َّف َّل َّاََّاة َّكََّزََّ  ditulis Zakâh al-fiţri 

 

D. Vokal 

 

لََّع َّفََّ  
Fathah 

ditulis 

ditulis 

A 

Fa’ala 

رََّك َّذ َّ  
kasrah 

 

ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

ب َّهََّذ َّيََّ  dammah 
ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif  

لاََّفََّ  

ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 Fathah + ya’ mati ditulis Â 
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ىَّسََّن َّتََّ  ditulis Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

َّف َّتََّ لََّي َّص   

ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 Dammah + wawu mati 

ل َّو َّص َّأ َّ  

ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya’ mati 

ي َّل َّي َّهََّلز َّاََّ  

ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fathah + wawu mati 

ة َّلََّو َّلد َّاََّ  

ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

م َّت َّن َّأََّأََّ  ditulis A’antum 

ت َّد َّع َّأ َّ  ditulis U’iddat 

م َّت َّر َّكََّشََّن َّئ َّلََّ  Ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

ن َّآأر َّق َّل َّاََّ  Ditulis Al-Qur’ân 

اس َّيََّق َّل َّاََّ  Ditulis Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

اء مََّلس َّاََّ  Ditulis As-Samâ’ 

ش َّم َّلش َّاََّ  Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

ض َّو َّر َّف َّل َّاََّي َّو َّذََّ  Ditulis Żawî al-furûḍ 

ة َّن َّلس َّا َّل َّه َّأََّ  Ditulis Ahl as-sunnah 

 

J. Huruf Kalipat 
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal 

nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

 Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an   شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فيِْهِ الْقرُْان

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, 

shalat, zakat, dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan  kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri 

Soleh dan sebagainya. 

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persoalan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak di Indonesia 

masih menimbulkan pro-kontra. Awal mula persoalan tersebut dimulai sejak 

perhelatan pemilu tahun 2019 yang digelar pertama kali dengan cara serentak. 

Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan pemilihan lembaga legislatif maupun 

eksekutif berjalan secara bersamaan dalam satu waktu, hal ini mengacu 

terhadap 3 Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang nomor 42 

tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

UndangUndang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umumserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi pada pemilu tahun 2019 ketiga aturan 

perundang-undangan tersebut dirangkum dalam satu aturan yang terhimpun 

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sekaligus sebagi acuan pelaksanaan pemilu serentak 2019.1 

Latar belakang sikap kontra terhadap pelaksanaan pemilu serentak 

berawal dari diujinya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam 

kedua pasal tersebut menegaskan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan 

umum dilaksanakan secara sentak. Alasan utama dalam prosesn judicial 
 

1 Muhammad, “Evaluasi Undang-Undang Pemilu (Telaah Atas Keserentakan, 

Proporsional Terbuka, Parliamentary Threshold Dan Pengawasan)”. Jurnal Arajang, Volume .03, 

Nomor. 1, 2020, hlm. 01 
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review2 tersebut ialah persoalan konstitusionalitasan norma dalam 

memastikan daulat rakyat dan terpenuhinya pemilu yang luber dan jurdil, 

serta terjaminnya keselamatan warga negara yang berpartisipasi di dalam 

penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pemilihan umum.  

Berlakunya pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat 91) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentag Pemilihan Umum menurut pemohon terdapat 

beban kerja yang sangat berat terhadap para penyelenggara pemilu, sehingga 

mengakibatkan kelelahan berat yang justru berdampak pada kesehatan. Selain 

itu pemohon juga mempersoalkan terhadap adanya asas keterwakilan dalam 

pemilu, hal ini lantaran pelaksanaan pemilu serentak dikhawatirkan akan 

menurunkan drajat pemilih yang sangat rendah. 

Pemohon berangkapan bahwa drajat dari partisipasi masyarakat dalam 

melakukan hak dan suaranya di Indonesia masih sangat rendah, hal ini 

menjadi salah satu modal terhadap lemahnya pemilu di indonesia. Hal ini 

dilakukan oleh pemilu karena pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti akan 

dialksanakan secara serentak dengan menggunakan format pemilu lima kotak, 

hal ini dianggap berpotensi menrugikan pemohon dalam melakukan 

partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. 

Terlepas dari persoalan peutusan Mahkah Konstitusi, kelemahan 

pemilihan umum secara serentak dinilai mengubah perhatian masyarakat 

dalam perhelatan pemilihan umum, dimana banyak masyarakat terpusatkan 

 
2 Judicial review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk 

menguji kesahihan dan daya laku produkproduk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif 

maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku, Diakses dari; Dian Rositawati, Seri Bahan 

Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review  

(Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005) hlm 1. 
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perhatiannnya terhadap prosesi pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Disamping itu, menurut Didik Supriyanto selaku anggota DKKP RI menilai 

bahwa pelaksanaan pemilu secara serentak dinilai sangat rumit dan mahal, 

terutama dalam pembagian daerah pemilihan dan mahal karena ada 

penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memerlukan dana 

yang lebih banyak untuk membayar panitia penyelenggara Pemilu.3 

Dalam beberapa media, Arif Budiman selaku ketua KPU RI 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 jumlah 

petugas pemilu yang meninggal dunia sebanyak 894 orang dari 5.175 petugas 

mengalami sakit. Ia menambahkan bahwa salah satu faktor utama banyaknya 

petugas yang meninggal dan sakit adalah beban kerja dalam pemilu 2019 

sangatlah tinggi. Sehingga mengakibatkan suatu tekanan yang berat dan 

berdampak terhadap psikologis petugas pemilu.4 

Berbagai persoalan diluar tersebut tentunya menjadi salah satu ke 

khawatiran terhadap sisem pemilu serentak. Pemohon mengemukakan bahwa 

ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan 

dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: pasal 1 

ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UndangUndang Dasar. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 

 
3https://m.merdeka.com/politik/pelaksanaan-pemilu-2019-dinilai-masihbanyak-

kekurangan.html diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 20:30 WIB. 
4https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/22/15460191/re

fleksipemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia pada tanggal 20 april 2022, pukul 

20:00 WIB 



4 

 

sekali. 65 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang 

berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Dalam proses permohonan di lembaga Mahkamah Konstitusi tesebut, 

hakim MK memutuskan dalam amar putusannya menolak permohonan untuk 

kesluruhan. Hal ini hakim MK menilai bahwa uraian beserta alasan dari 

pemohon sejatinya berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola 

pemilihan umum, sehigga perlunya evaluasi dan kajian secara berkala 

terhadap pelaksanaan teknis tersebut. Untuk keseluruhan proses beracara 

tersebut, ialah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 16/PUU-XIX/2021 

terkait keserentakan Pemilu Mahkamah Agung perintahkan pembentukan UU 

untuk segera menindaklanjuti Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2019 dengan 

memperbaiki kerangka hukum pemilu. Putusan Mahkamah Agung 

menyampaikan dalam pertimbangan, untuk mengurangi beban 

penyelenggara, salah satu jalanya adalah dengan memberikan jeda waktu 

antara Pemilu DPRD dengan Pemilu Presiden, DPR dan DPD.5 

Disisi lain pemilu serentak memberikan peluang bagi terciptanya 

sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini karena 

koalisi yang dibentuk dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil 

 
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Terkait Keserentakan Pemilu. 

diakses pada Tanggal 20 Februaru 2021 
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Presiden dilakukan lebih awal dan didasarkan kepada visi misi yang sama, 

tidak semata-mata untuk memenangkan pemilihan.  

Hal ini sebagaimana pandangan lain bahwa pemilu serentak 

menguntungkan partai pendukung presiden, dan mengurangi fragmentasi 

antara legislatif dan eksekutif.6 Dengan demikian maka koalisi yang dibangun 

akan menjadi lebih solid. Koalisi yang memperoleh dukungan mayoritas di 

parlemen dan memenangkan pilpres kemungkinan akan berjuang untuk 

memenangkan pilkada. Kekuasaan yang sama pada level nasional dan lokal 

akan memudahkan presiden dalam melakukan koordinasi dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang berjenjang sehingga pemerintahan juga 

akan lebih efektif.7 

Dalam hal ini ketentuan pemilu serentak dalam putusan MK Nomor 

16/PUU-XIX/2021 tentunya menjadi suatu keputusan yang masih menjadi 

misteri dan tanda tanya menuju pemilu 2024, sementara pelaksanaan pemilu 

2024 menjadi salah satu kontestasi yang cukup besar dari tahun-tahun 

sebelumnya, dengan itulah perlunya kita menganalisa dan mencoba 

meneropong pandangan tentang uji materi pasal 167 dan 347 UU Pemilu 

dalam peutusan MK tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dilakukan penelitian 

dangan Judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-

XIX/2021 yang akan diuraikan dalam setiap bab skripsi ini. 

 
6 Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). Electoral System Design: The New 

International IDEA Handbook. Stockholm: Idea International. hlm 10 
7 Ratna Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam politik, Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 84 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuatrumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang 

Keserentakan Pemilu pespektif kepastian hukum? 

2. Bagimana putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang 

Keserentakan Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Merupakan jawaban atau sasaran yang ingin 

dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk menegtahui putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 

tentang Keserentakan Pemilu perspektif kepastian hukum. 

b. Untuk mengetahui putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 

tentang Keserentakan Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai 

berikut:  

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih 

dalam khazanah intelektual khususnya dalam kajian hukum 
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tata negara secara umum dan siyasah syar’iyyah secara 

khusus. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis skripsi ini merupakan sebuah syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya 

kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang 

sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, penelitian M Saefuddin yang berjudul “Pelaksanaan 

Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam”.8 Tujuan penelitian 

ini untuk melihat efektivitas pemilu serentak 2019 yang masih menjadi 

perdebatan publik. Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak, 

yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan 

pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik 

uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah 

politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.Rumusan 

masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia 

 
8 M Saefuddin, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Jurusan Hukum 

Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 
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menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 

2)Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Presfektif Hukum 

Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian library research (kepustakaan) 

dengan menggunakan pendekatan normatif dan Hukum Islam. Sumber data 

adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Pelaksanaan Pemilu 2019 

dilaksanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak 

atau berbarngan dengan Pemilihan Legislatif, Pemilu serentak ini menjawab 

kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan penggunaan 

waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin 

dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu 

serentak. Hukum Islam dalam Islam telah mengatur tentang pemilihan umum, 

pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah 

satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan 

telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang 

dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. 

Kedua, penelitian Kiki Agustin yang berjudul “Dampak Pemilihan 

Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara”.9 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana hak warga negara 

dalam melaksanakan pemilu secara serentak, sekalipun pemerintah 

 
9 Kiki Agustin, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih 

Warga Negara” Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 

Padang, 2019 
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memberikan suatu kebijakan tersebut tentunya juga diperhatikan terhadap 

kondisi warga negara itu sendiri. . Dalam penelitian ini penulis mengangkat 

rumusan masalah yaitu; 1)Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Serentak Secara Nasional? 2)Apakah dampak Pemilihan Umum Secara 

Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara? Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan penulis dengan metode yuridis normatif diperoleh 

sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan berbeda dari 

Pemilihan Umum Tahun 1999,2004, 2009 dan 2014 karena diselenggarakan 

dalam waktu bersamaan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta 

dengan pemilihan Anggota Legislatif 2) Dilaksanakannya Pemilihan Umum 

Serentak Secara Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 

April 2019 memberikan Persentase partisipasi masyarakat sejumlah 80,90 

persen, angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU yakni 

sebesar 77,5 persen. 

Ketiga, penelitian Fahri Erdiansyah yang berjudul “Analisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU-XVII/2019 Terkait Pemilu 

Serentak”.10 Berawal dari perludem sebagai pemohon mengajukan 

permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 

2016. Perludem dalam argumentasi permohonannya, mempermasalahkan 

tentang desain pemilu serentak lima kotak, yang tidak memberikan penguatan 

terhadap sistem presidensial namun Mahakamah Konstitusi dalam Putusan 

 
10 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007), hlm 3 
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Nomor 55/ PUU-XVII/2019 menolak. Menelusuri Putusan Nomor 55/ 

PUUXVII/2019 bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan oleh hakim 

dalam Putusan a quo bahwa pemilu serentak untuk memberikan penguatan 

terhadap sistem pemerintahan presidensial sesuai original intent dari 

pembentuk UUD 1945 dan menelusuri kembali makna pemilu serentak dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini dieksplorasi menggunakan dua teori. Adapun kedua 

teori tersebut disajiakan sebagai berikut: 

1. Teori Siyasah Syar’iyah 

Konsep dari Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau 

kata benda abstrak dari kata sasa (sasa-yasusu-siyasatan) memiliki 

banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara 

pengendalian.11 Bahasa sasa juga memiliki arti mengatur, mengurus serta 

memerintah atau pemerintahan, selain itu pula siyasah juga dapat 

diartikan dengan administrasi dan manajemen. 

Sementara menurut Wahbah Zuhaily, secara etimologi siyasah 

Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang berarti sesuatu yang bersifat 

Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat 

syar’i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan 

 
11 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007), hlm 3. 
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yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan 

terhindar dari kerusakan.12 

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 

Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah 

membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan.13 Sedangkan di dalam Al-Munjid 

disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti 

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar 

negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar 

keadilan dan istiqomah. 

Adapun Siyasah Syar’iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang 

ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan 

negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip 

dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.14 

 
12 Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh”.kuliyat da’wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya 

Pratama,1997) hlm 89 
13 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007), hlm 4 
14 Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993) 

hlm 123 
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Esensi dari siyasah syar’iyyah yang dimaksudkan yaitu kemaslahatan 

yang menjadi tujuan syara‟ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan 

keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa 

tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di 

dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada 

kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh 

syari’at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.15 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah 

syar’iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya 

menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau 

memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan 

apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara 

eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah 

Syar’iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang 

Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya 

suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi 

umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis erisi aturan 

yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah 

laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat untuk 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

 
15 Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158. 
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semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif 

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-

raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.  

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, 

baik individu, kelompok, maupun organisasi, terkait dan berada dalam 

koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum 

diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena 

kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam 

prinsipprinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The 

legal certainty as the superior principle of the system of formal principles 

of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of 

values”.16 

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua 

fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi 

masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang 

dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan 

aturan hukum.17 

 
16 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kladen, “Asas Kepastian 

Hukum dalam Implementasi Pusutasn Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga 

Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 16. No. 1 

(2020), hlm. 89 
17 7 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kladen, “Asas Kepastian 

Hukum dalam Implementasi Pusutasn Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga 

Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 16. No. 1 

(2020), hlm. 90 
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Kata”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu 

sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. 

Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan 

sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis 

minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh 

konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga 

semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah 

masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan 

masyarakat kepada ketertiban.18 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada 

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam 

menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav 

Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari 

hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan 

kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang 

bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian 

hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam 

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif dalam 

kehidupan masyarakat. 

 
18 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum 

dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007) hlm 8 
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Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal 

mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 

a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

perundang-undangan. 

b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan. 

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping 

mudah dilaksanakan. 

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah 

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada 

pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum 

itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih 

khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, 

maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur 

kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati 

meskipun hukum positif itu kurang adil.19 

F. Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, metodos, dan logos. 

Meta berarti menuju, dan melalui, sedangkan metodos berarti jalan atau cara. 

Maka dapat disimpulkan bahwa metodos berarti jalan atau cara untuk 

mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya 

 
19 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) hlm 59 
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memiliki arti sebagai berikut:20 pertama, logika dari penelitian ilmiah, kedua, 

studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan ketiga suatu sistem dari 

prosedur dan teknik penelitian. 

Adapun metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan 

hukum, yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis sebagai berikut:21 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi 

peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang 

memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam 

penelitian ini berupa:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 

tentang Keserentakan Pemilu. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap 

bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah 

 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6 
21 Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-2 (Jakarta: 

Penerbit Rajawali, 1986), hlm. 15 
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dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serentak. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti 

berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait 

dengan judul penelitian ini 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang 

memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif 

dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini 

menggunakan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta 

menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas 

aturanaturan yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi dan 

putusan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Negara 

Republik Indoensia tahun 1945. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan 

pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. 

Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh 

kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data 

khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.22 

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka.  

b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran 

pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian 

ini. 

c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa 

bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki 

keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yangdapat 

dipahami. Adapu susunan bab tersebut sebagai berikut: 

 
22 H. Mudiri, Logika, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14 
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 Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang 

akan dipakai untuk mendalami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu. Adapun teori tersebut 

adalah siyasah syar’iyyah. 

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu. 

Bab Keempat, membahas tentang analisis Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu 

perspektif kepastian hukum dan Siyasah Syar’iyyah. 

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran yang berkaitann dengan penelitian ini. 

  



57 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan berbagai pandangan penulis yang 

diuraikan dalam permasalahan penelitian ini, maka kesimpulan peulis 

adalah; 

1. Uji Materi Pasal 167 dan 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu terhadap UUD Negara Republik Indoensia tahun 1945 

dalam Perspekif Kepastian Hukum yang dirauraikan pemohon 

sejatinya memang terjadi beban kerja dalam pelaksanaan pemilihan 

umum tahun 2019, sehingga berdasarkan konsep kepastian hukum 

yang terkandung dalam prinsip cita hukum tidak mengakomodir 

terhadap keadilan dan kebermanfaatan hukum, sehingga prsoalan ini 

perlu dianalisis dalam pesoalan sistem pelaksanaan pemilu serentak itu 

sendiri, bukan berarti menghilangkan konsep pemilu serentak yang 

bertujuan untuk penyederhanaan pemilihan umum itu sendiri. 

2. Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Siyasah 

Syar’iyah memiliki kemampuan dan interpretasi yang baik dalam 

memutuskan suatu persoalan pemilihan umum serentak, hal ini dinilai 

telah adil dan memiliki bentuk kemaslahatan bagi warganegara 

Indonesia. Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf konsep Siyasah 

Syar’iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang 

Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya 
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suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi 

umat manusia disegala zaman dan disetiap negara. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari berbagai 

persoalan peelitian ini, maka saran penulis ialah sebagai berikut; 

1. Kepada Masyarakat: Hendaknya masyarakat, pengamat politik dan 

pakar hukum meninjau dan mengamati lebih mendalam konsep pemilu 

rentak itu sendii. Sehingga bisa dimaknai dengan baik dan juga 

memiliki pengetahuan pemilu dengan baik pula. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan pemilihan umum yang damai, aman dan jauh dari 

kritik pro-kontra. 

2. Kepada Pemerintah dan Pakar Hukum: Hendaknya pemerintah dan 

pakar hukum juga bisa mensosialisasikan terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 sehingga bisa dipelajari dan 

dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia. 

3. Kepada KPU: Pemilihan umum serentak nanti di tahun 2024 tentunya 

hendaknya dipersiapkan dengan baik oleh KPU sehingga bisa berjalan 

dengan baik, aman dan tertib. 
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